BUPATI MAMULIU
PROVINSI SULAWES] BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUIU
NOMOR 24 TAHUN 044y
TENTANG

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJL,

a. bahwa penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko
suatu  kegiatan usaha dalam meneniukan jenis
Perizinan Berusaha dan kualitas/ frekuensi
Pengawasan., Perizinan Berusaha dan Pengawasan
merupakan instrumen  Pemerinteh  Pusal  dan
Pemerintah  Daerah  dalam  mengendaliksn  suatu
kegiatan usaha;

b. bahwa Penerapan pendekatan berbasia Risiko
memerlukan perubahan pola pikir dan penyesuaian tata
kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha
serta meémerlukan pengaturan proses bisnis Perizinan
Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha sccara
elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan
penerbitan Perizinan Berusaha dapal lebih efektil dan
sederhana karena tidak selurubh kegiatan usaha wajib
rnemilili Izin;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
pemerintah pusat dapat mendelegasikan peraturan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaon pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditctapkan
dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, periu
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menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Megara
Mengingat : Republik Indonesia Tahun 1945,

2, Undang-Undang MNomor 2% Tahun 1959 itentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5587) sebageimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penelapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Momor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 fentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;
Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
Provinsi adalah Provinai SBulawesi Barat.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Bupati adalah Bupati Mamuju,
Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelengparaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
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6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP
Kabupaten Mamuju,

7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan
alau kegiatannys.

8. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugion dari
suatu bahava atau kombinasi kemungkinan dan akibat
bahaya.

%. Perizinan Berusaha Berbasis Risike adalah  Penzinan
Berusaha berdasarkan tingkat risike kegiatan usaha.

10, Sistermn  Perizinan Berusaha Terintegrasi Seccars Elektronik
yang selanjutnya disebut Sistem 085 adalah sistem elekironik
terintegrasi yang dileelola dan diselenggarakan oleh Lembaga
088 uniuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiluo.

11. Pelaku Usaha adalah orang perscorangan atau badan usaha
vang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
terteniu.

12. Nomor Induk Berusaha yang sclanjutnya disingkat NIB adalah
bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan
kegiatan usaha dan schagai identitas bagi Pelaku Usaha
dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

13, Sertifikat Standar adalah pernyatasn  dan/atau  bukii
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

14, Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemeérintah
Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib
dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan
usahanya.

15. Burat Pernyataan Kesanggupan Penpelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup vang selanjulnya disingkat SPFL adalah
Surat Pernyataan Kesangeupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundangundangan di bidang lingkungan hidup.

16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjuilnya disinghkat
UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upava Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalamperaturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup.

17. Pengawasan adalah upaya uniuk memastikan pelaksanaan
kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kepiatan
usgha yvang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko
dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
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18, Usaha Mikro dan Kecil yang sclanjutnya disingkat UMK
adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenal Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disinghkat
UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha
menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-U ndang
mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

20, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya
disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur olch
lembaga pemeriniah nonkementerian yang menyelenggarakan
urusan pemeérintahan di bidang statistik.

21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara 085 yang sclanjuinya
disebut Lembaga 0SS adalah lembaga pemeriniah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi
penanaman maodal,

22, Kawasan Ekonomi Khusus yang sclanjutnya disingkalt KEK
adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi
khusus,

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:
a. norma, standar, prosedur, kriteria perizinan berusaha

berbasis ristko;
b. Perizinan berusahs berbasis risiko melalul layanan sistem
053;
tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko.

o

BAB II
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 3

(1) Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko berdasarkan dengan yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat sesuai sektor yang diselenpgarakan di
Daerah.

{2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai sektor sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} terdiri atas sektor:

kelautan dan perikanan;

pertanian;

lingkungan hidup dan kehutanan;

eniergi dan sumber daya mineral;

perindustrian;
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perdagangarn,

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

tranaportasi;

keschatan, obat, dan makanan;

pariwisata; dan
k. ketenagakerjaan

{3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai sekior sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memiliki kegiaten usaha yang
diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko:
g. rendah;

b. menengah rendah;
¢, menengah tinggl; dan
d, tinggi.

(4) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dan klasifikasi kegiatan usaha dengan tingkat
risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3] tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

T om o

Pasal 4
Morma, standar, prosedur, dan kriteria menjadi pedoman kepala
DPMPTSP atas nama Bupati dalam Pelaksanaan Pelayanan
Perizginan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB III
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI LAYANAN SISTEM OS5

Bagian Kesatu
TUmum

Pasal §
(1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan
secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem O35,
(2) Sistem 0S8 terdiri dari:
a. subsistem pelayanan informasi;
b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
c. subsistem Pengawasan.
(3) Sistemn OS5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
digunakan oleh DPMPTS dan Pelaku Usaha,
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Bagian Kedua
Subzistemn Pelavanan [nformas:

Fagal &

(1) Bubsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 5 ayat (2] huruf a menyediakan informasi dalam
memperaleh  Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiko  serta
informasi lain terkait dengan penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

(2) Informasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) memual:

a. KBLI berdasarkan tingkat Risiko;

b, rencana tata ruang;

e kelentuan persyaralan Penanaman Modal;

d. persvaratan dan/atay  kewajiban  Perizinan Berusaha,
jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan
penunjang kegiatan ugaha, dan ketentuan lain di dalam
norma, siandar, prosedur, dan kriteria seluruh sckior
bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB,
Sertifikat Standar, dan Leing

e, persyaratann dasar melipati | kesesuaian  kegiatan
pemanfaatan ruang, persefujuan bangunan gedung dan
sertifikat laik fangsi serta persetujuan lingkungain;

f. ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;

g. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;

h. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan
pengguna Sistem 085, kamus Sistem 0585 dan hal-hal yang
sering ditanya (frequently asked questions/Fag);

i. pelayanan pengaduan masyarakat; dan

j. informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga
055,

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses
oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses.

Bagian Ketiga
Subsistem Perizinan Berusaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 7
{1} Proses  penerbitan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dilakukan melalui subsistem Penzinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat [(2) huruf b,
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(2} Subsistem Perizinan Berusaha se bagnimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan  Perizinan
Berusaha:

a. pendaftaran akun/hak akses;

b. Risiko rendah berupa NIB;

¢. Risiko menengah rendah terdin dari:
1. NIB; dan
2. Sertifikat Standar.

d. Risiko menengah tinggi terdiri dari:
1. NIB; dan
2. Sertifikal Standar.

g, Risiko tinggl terdiri dare:
|. NIB; dan
2. Izin.

{3} Dalam hal Pelaku Usaha telah memperolch NIB namun belum
mendapatkan Sertifikat Standar dan lzin maka diproses st
dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

{4} Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan hak
akses oleh:

a. Pelaku Usaha;

b. Lembaga OS5,

¢. kementerian/lembaga;
d., DPMPTSP Provinsi; dan
e. DPMPTSP.

Paragral 2
Permohonan Perizinan Berusaha

Pasal 8

{1) Pemohon Perizinan Berusaha melalui subsistem Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (2) huruf
b terdiri atas Pelaku Usaha:

A, OTAMNE PErscorangan,
b. badan usaha; dan
¢. kantor perwakilan.

{2) Orang persecrangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 8 merupakan orang PErscoTANgan WA Nogara
Indonesia yang cakap uniuk bertindak dan melakukan
perbuatan hukoum.

{3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak
berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/fatau
kegiatan pada bidang tertentu.
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(4) Kantor perwakilan scbagaimana dimaksud pada ayat (1] hurul
¢ merupakan:
4. orang perscorangan warga negara Indonesia;
b, arang perscorangan Warga negara asing; atau
¢, badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha
dari luar negert,
dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat [3] paling
sedikit terdirl atas:
perseroan terbatas;
persckutuan komanditer;
persekutuan firma;
persckutuan perdata;
koperasi;
VRYASAT;
perusahaan wmium;
perusahaan umum daerah;
badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
. lembaga penyiaran.
[6) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] paling
sedikit terdiri atas:
a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing
b. kantor perwakilan perusahaan asing: atau
¢, kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.
{7) Kantor perwakilan perusahaan asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf b termasuk dalam tngkat Risike rendah.

TEFRTA AN O

3
Pendaftaran Hak Akses

Pasal 9
(1) Pelaku Usaha yang diberikan hak akses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat [4) hurul a meliputi:

4. OTANE PETSEOrangan;
b. dircksifpenanggung jawab Pelaka Usaha; atau

¢, pengurus apabila Pelaku Usaha berbentuk koperasi dan
VAVARAMN.

{2) Hak akses bagi DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (4} huruf e diberikan kepada pengelola hak akses yang
ditetapkan oleh kepala DPMPTEP.

{3) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan
kebutuhan yang diperlukan.
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Pasal 10 ) )
(1) Hak akses kepada Pelaku Usaha scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4] hurul a diberikan untuk:
a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Llermasuk
perubahan dan pencabutan;
b. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
c. menyampaikan pengaduan; dan/atau
d. mengajukan permohonan fasilitas bErL'IH:H]'IuE!..
(2) Hak akses kepada DPMPTSP scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4] huruf e diberikan untuk:
a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuban
persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
b. pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan .
c. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaarn
pelaksanaan kegiatan usaha.

Pagal 11

Permohonan hak akses melalui Sistem 088 dilakukan oleh

Pelaku Usaha:

a. orang perseorangan dengan mengisi data nomor induk
kependudukan;

b, badan usaha dengan mengisi data nomor pengesahan badan
usaha;

c. badan layanan umum, perusahaan umum, perusahaan umum
daerah, lembaga penyiaran publik, badan hukum lainnya yang
dimiliki oleh negara, dengan mengisi data dasar hukum
pembentukan; dan

d. persyarikatan atau persekutuan dengan mengiai data dasar
hukum pendirian.

Pasal 12
(1) Pelaku Usaha dapal melakukan perubahan datla hak akses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara mandiri dalam
Sistem O35,
{2) Perubahan data hak akses schagaimana dimalksud pada ayat
(1) paling sedikit:
8. nama penanggung jawah;
b. nomor induk kKependudukan aftau aomor  paspor
penangeung jawab;
. nomor telepon penanggung jawal;
d. surat elektronik penanggung jawab; dan fatau
e

. kata sandi.

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

13} Alas perubahan dala hak akses sehagaimana dimaksud pada
ayat (1), SBistem OS85 memberikan notifikasi kepada Pelaku
Usaha melalui surat elekironik yang didafiarkan,

Paragrafl 4
NIE

Pasal 13
(1) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.
(2} Setiap Pelaku Usaha scbagaimana dimaksud pada ayatl (1)
hanya memiliki 1 (satu| NIB.
(3} NIB sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) diterbitkan oleh
Lembagsa 085,
{4} NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas
bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaliaran
Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha,
{5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga scbagai:
a. angka pengenal impor schagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan mengenai angka pengenal
impor;

b. haJEFf_ akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

c. pendafltaran kepesertann Pelaku Usaha untuk jaminan
sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku
Usaha,

(6] Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor
sebagaimana dimaksud pada ayat {5) huruf a hanya dapat
rmemilih:

a, angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor barang
yang diperdagangkan; atau

b. angka pengenal impor produsen untuk kegiatan impor
harang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal,
bahan baku, bahan penolong, danj/atau bahan untuk
mendukung proses produksi.

[7) Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dapat digunakan oleh:

a. Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha untuk
melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau

b. Pelaku Usaha yang merupakan orang perseorangan hanya
dapat melakukan kegiatan ekspor.

(&) W18 berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai
dengan tanda tangan elekironik.
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Pasal 14

(1] NIB sebagnimana dimaksud dalam Pasal 13 mencakup data:
a, profil;

b. permodalan usaha; '
¢. nomor pokok wajib pajak;

d. KELI; dan

e. lokasi usaha.

(2} Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, Pelaku Usaha orang perscorangan mengisi deta pada
Bistem OS5,

(3} Dala profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, bagi
Felaku Usaha orahg perseorangan merupakan nomor [nduk
kependudukan yang terintegrasi dengan sistem kKementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(4) Bagi Pelaku Usaha badan usaha, data sebagaimana dimaksud
pada ayval (1) hurul a, huruf b, hural ¢, dan huwrul d, sesuai
dengan integrasi antara Sistem OS5 dengan sistem  di
Hementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahen di
bidang hukum dan hak asasi manusia.

(9) Terthadap data nomor pokok wajib pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, Sistern 058 melakukan
validasi sesuai dengan integrasi dengan sistem di kementerian
yang menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.

(6) Bagi Pelaku Usaha orang persecrangan vang belum memiliki
nomor polkok wajib pajak, dapat mengajukan permohonan
nomor pokok wajib pajalk melalui Sistem OS85,

(7] Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl e sesuai
dengan integrasi atau validasi antara Sistem 0355 dengan
sistem  di  kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tata ruang.

(8] Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1} belum
tersedia secara daring, Pelaku Usaha melakukan pengisian
pada Sistem OSS.

Pasal 15

(1) Terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat {1,
Sistern 058 melakukan pemeriksaan kesesusian ketentuan
bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya,
termasub:
a. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha

prioritas;

b. alokasi bidang usaha untuk UMK-M dan koperasi;
c. kewajiban kemitraan dengan UMK dan koperasi: dan
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d. ketentuan bidang usaha khusus (single purpaose|,

12) Pemeriksann  ketentuann bidong  usoha  doan kKeteniuan
Penanaman Modal lainnya sebaganimana dimaksud pada ayal
(1], menentukan insentil donfatau Bsilinos Penonoman Modal
yvani dapat diperoleh oleh Pelaku Usiha,

Paragral 5
Kesesupian Kegiatan Pemanfaaian Ruang

Pasal 16

(1} Sistem 055 melaksanakan pemenbksaan lokasi usaha vang
diajukan oleh Pelaku Usaha sebagnimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayatl (1) hurul e mencakup:

a, daratan;

b, lawi; dan/atau

c. kawasan hutan,

[2) Pemeriksaan lokasi usaha scbagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf a dilakukan berdasarkan ketersediaan renceara detoal
tata ruang daersh dalam sistem i Kemenlerinn  yang
menyvelengegarakan  urisan di bidang  laln ruang  yang
terintegrasi dengan Sistem 035,

{3] Dralam rangkas pemeriksaan kKesesuaian Kegialan pemanfalon
CLLAMEE:

a. bagi kegiatan usaha yang lokasinya sudah sesuai dengan
rencana detail tata ruang daerah, Sistem OS5 secara
otomatis menerbitkan konfirmasi kegiatan pemanfaotan
ruang sesual kegialan usaha; atau

b. bag kegiatan usaha yang lokasinya tidak sesus dengan
rencana detail tata ruang daerah, Sistem 055 memberikan
notifikas ketidaksesuaian tata ruang dan permohonan KB
tidak dapat dilanjutkan,

Pasal 17

(1) Dalam hal rencana detail tata ruang deerabh sebagaimona
dimaksud dalam Fasal 16 ayat (2] belum tersedia, pemeriksaan
lokasi dilakukan berdasarkan:

i, rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau
b. rencana tata ruang wilayah kabupaten.

(2) Dalam rangka pemenksaan kesesuaian Kegiatan pemandaatan
ruang vang belum tersedia rencana detail tata ruang,
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang tata ruang melakukan validasi kesesusian Iokasi
kegiatan dengan rencana tata ruang secbagaimana dimaksud
pada ayat (1), untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan
persttujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
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{3) Jangka wakiu penerbiton atau  penolakan  persetujuan
kesesuaian  kegistan  pemanfaptan  ruang  schogaumana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 [dua pulub) Hari sejak
permohonan NIB diajukan,

{4) Dalam hal jangks waktiu schagaimana dimaksud pada ayat (3]
terlampaui, persetujuan kescsuaian kegialon  pemanlaatan
ruang diterbitkan secara otomatis oleh Sistem 055,

Pagal 18

(1] Sistern OS2 akan memeriksa dan menyelujui sccara olomalis
lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
denpan ketentuan:

a. lokasi usaha dan/atau kegistan terletak di lokasi KEK ntau
kawazan industri;

b, lokasi wusaha danfalau  kegiatan diperlukan  uniuk
perlussan usaha yang sudah berjalan dan letak tnahnya
berbatasan dengan lokasi usaha dan/ntau kegintnn yang
bersanglkutan dengan peruntulkan ala rUANg Yang sama;

¢, lokasi usaha dan/atau kegiatan merdpakan tanah yang
sudah dikuasai oleh Pelaka Usaha lain yang Llelah
mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan
akan digunakan oleh Polaku Usaha;

d. lokasi usaha dan/atan kegiatan vang terletak pada wilsyih
usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditctapkan olch
pemerintah; dan/atau

e. lokasi usaha dan/otou kegiatan berasal dari otorita atau
badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan acauai
dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan
tersebul.

(2) Sistem 0S8 menerbitkan persetujuan kesesusian kegiatan
pemanfaatan ruang atas lokasi usaha dan/alau yang
diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan Berusaha
bagi UMK berdasarkan pernyataan Pelaku Usaha sesuai
format pada Sistem 053,

(3) Dalam hal Pelaku Usaha menengah dan besar melakukan
pembangunan rumah bagi mosyarakat berpenghasilan rendah
dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima} hektare, persetujuan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan atas
pernyataan Pelalku Usaha sesuai format pada Sistem OS85,
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Pasal 19

(1) Pemeriksann lokasi di laut schagaimana dimeksud dalam
Pasal 16 ayat (1) hurul b dilakukan kepada Pelaku Usaha yang
melakukan kegiatan pemanfoatan ruang di laut sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

[} Lokast usaha mengacy pada pemanfaatan sesual dengan
rencana tata rusng, rencana zgonasi kewasan antar wilayah,
dan rencana zonasi kawasan sirategis nasional tertentu,

[3) Pemeriksann lokasi di laut dilakukan kepada Pelaku Usaha
yvang memanfaatkan ruang secara menetap di schagian ruang
laut vang mencakup permukaan laut, kolom air, dan/alau
permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu scsuam
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerikeaan lokasi sebagaimana dimaksud pada avat [1)
dilakukan berdasarkan ketersediaan rencana lale ruang yang
mencakup rencana zonadast dalam sistem di kementerion yvang
menyvelenggarakan urisan pemerintahan di bidang kelautan
yang terintegrasi dengan Sistem OS85,

{2) Dalam hal lokasi yang dimohonkan berada di laut, Pelaku
Usaha menyampaikan permohonan kesesuaian  kegiatan
pemanfaatan  ruang di laut  kepads menteri vang
menyelenggarakan urusan pemeriniahan di bidang kelautan
melalai Sistemn OS5,

(6] Terhadap permohonan kesesuainn kegialan pemanfastan
ruang di laul scbagaimana dimaksud pada ayat (5], menteri
yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
kelautan menyampaikan notifikasi perselujuan atau
penolakan ke delam Sistem 088 paling lama 20 (dua puluh)
Hari sejak permohonan NIB diajukan.

(7} Berdasarkan notifikasi persetujuan  atau  penolakan
sehagaimana dimeksud pada ayat (6), Sistem OS85 akan
menerbitkan  persetujuan  atau  penolakan  kegiatan
pemanfaatan ruang.

(8] Dalam hal jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayvat (6)
terlampaui, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang di laut diterbitkan secara otomatis oleh Sistem 0SS,

Pasal 20
(1} Dalam hal kegiatan usaha berada di darat, wilayah pesisir, dan
laut, persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang diberikan
secara terkoordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan
uruzan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan.
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2] Persetujuan dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} diberikan secarn terkoordinasi oleh menterd yang
menyvelenggarakan wurusan pemeriniahan di bidang apraria
dan tata ruang dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan melalai Sistem 055,

Pasal 21

{1} Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan
untuk jangksa waktu 3 [tiga) tahun sejak diterbitkan.

(2] Apabila dalam jangka waktu 3 [tiga) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha tidak melaksanakan
penggunaan dan pemanfaatan tanah sesual tata ruang,
perseiujuan  kesesuaian  kegialan  pemanfaatan  ruang
dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagal 22

(1) Terhadap lokasi usaha pada kawssan hutan sebagaimana
dimakeud dalam Pasgal 16 ayat (1] huruf ¢ dapat mencakup
keegiatan:

a. penggunaan kawasan hutan; dan
b. pemanfaatan hutan.

(2] Dalam hal kegialan yvang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha
menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan
di luar kegialan kehulanan hanyva dapat dilakukan di dalam
kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

(3] Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a dilakukan melalui persetujuan Pemerintah Pusat
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kehutanarn,

(4} Permohonan dan kelengkapan persyaratan pemanfaatan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b disjukan melalai
Sistermn OS5,

(5) Permohonan dan  kelengkapan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (9 diteruskan kepada kementerian yang
menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan
untuk dilakukan verifikasi.

(6] Kementerian yvang menyelenggarakan urusan pemerintaban di
bidang kehutanan melakukan verifikasi atas  pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5] dalam jangka
walktu vang ditetaplan oleh kementerian yang menvelengearakan
urusan pemerintahan i bidang kehutanan yang dinotifikasi ke
Sistem OS5,
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(7] Dalam  hal kementerian  yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan tidak memberikon notifikasi
persetgjuan ataw penolakan ke Sistern 085 sebapgaimana
dimaksud pada ayat [6), Lembaga 055 menerbitkan [zin
pemanfaatan hutan,

Faragrafl &
Penggunaoan Tenaga Kerja Asing

Pasal 23

(1) Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha
menyampaikan permohonan pengesshan rencana penggunaan
lenaga  kerja  asing melalui  sistem  elekironik  yang
diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelenagakerjaan.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjnan meneruskan pengesahan rencana
penggunaan tenaga kerja asing kepada Lembaga 0SS dan

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia,

Paragral 7
Pemagsulian Data Prafil Pelal Usahe

Pasal 24

(1) Pelaku Usaha harus melakukan klarifikasi kepiatan usaha

berupa:

a. kegiatan usaha utama;

b. kegiatan usaha pendukung; dan/atau
¢. kantor cabang administrasi,

(2) Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat i1]
huruf a merupakan kegiatan usaha sebagaimana vang tercantum
pada legalitns/akta Pelaku Usaha dan bertujuan komersial,
EEJum;:rET pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaky

saha.

[3) Kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
huruf b merupakan:

a. kegiatan yang bertujuan untuk mendukung  kelancaran
kegiatan ugsaha utama;

b. tidak merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha: dan

¢. dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum
pelaksanaan kegiatan usaha utama.
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{4) Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan wunit ateu bagian dari perusahaan indulinya
yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifal
administratif,

Pasal 25
Pelaku Usaha yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1] wajib melanjutkan proses di Sistem 058
untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan
memasukkan data kegiatan usaha utama untuk masing-masing
kode KBLI 5 (lima) digit dan lokasi paling sedikit memuat:
a, jenis produk vang dihasilkan;
b. kapasitas produk;
£. jumiah tenaga kerja; dan
d. rencana nilai investasi,

Pasal 26

(1] Sistern 0S8 melaksanakan pemeriksaan ketentuan atas data
usaha berupa rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf d yang diajukan olch Pelaku Usaha
meliput;

g, minimum investasi; dan

b. ketentuan permodalan,

untuk Penanaman Modal Asing.

(2] Ketentuan minimum investasi bagi Penanaman Modal Asing
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi total
investasi lebih besar dard Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5
[lima) digit per lokasi prayek.

(3] Ketentuan total investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan untuk beberapa keplatan usaha:

a. khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar
dari Rp10.000,000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar
tanah dan bangunan, adalah per 4 [empat) digit awal KBLI;

b. khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman
gepanjang terbuka untuk Penanaman Medal Asing, lebih
besar dari Rpl10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
diluar tanah dan bangunan, adalah per 2 [dua) digit awal KBLI
per 1 [satu) titik lokasi;

¢, khusus untuk kegiatan usaha konstruksi sepanjang terbuka
untuk Penanaman Modal Asing, lebih  besar dari
Rpl0.000.000.000,00 [sepuluh miliar rupiah) di luar tanah
dan bangunan dalam satu kegiatan, adalah per 4 {empat) digit
awal KBLI; atan
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d. khusus untuk kegiatan usaha industri yang menghasilkan
jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1
fgsaty] lini produksi, lebih besar dari Rpl10.000.000.000,00
{gepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan,

Pasal 27

{1) Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3], Pelaku Usaha wajib memenuhi
persvaratan sesuai dengan keténtuan peraturan perundang-
undangan, termasuk pengidentifikasian Perizinan Berusaha
Berbaziz Riziko.

(2) Kegiatan usaha pendukung dikecualikan darl proses
pemeriksaan  ketentuan nilal permodalan dan  minimum
investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2| serta
kewajiban pencantuman KBL] dalam maksud dan tujuan pada
legalitas Pelaku Usaha.

[3) Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3} huruf b, ketentuan dalam Pasal 25
berlaku secara mutatisa mutandis.

Pazal 28

(1) Pelaku Usaha mendaftarkan kantor cabang administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) pada Sistem
38 dengan melenglkapi data paling sedikit:

a. alamat kantor cabang administrasi;
b. nomor pokok wajib pejak kanter cabang administrasi; dan
¢, penanggung jawab kantor cabang administrasi.

{2) Dalam hal kantor cabang administrasi lebih dari 1 {satu)
lokasi, Pelaku Usaha harus melengkapi data scbagaimana
dimaksud pada avat (1) untuk setiap lokasi kantor cabang
administrasi.

{3) Pendaftaran kantor cabang administrasi schbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem 083
sebagal lampiran NIB.

Pagal 29

Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama sehagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat [2] merupaka:

a. dalam 1 (satu] lini produksi menghasilkan lebih darl 1 {satu)
produk vang berbeda kode KBLI 5 (lima] digit dengan lolcasi
YEOZE sama; alau

b. kegiatan yvang menghasilkan jasa lebih dari 1 {satu) kode KBLI
5 (lima) digit berbeda dengan lokasi yang sama,

kelengkapan data dapat digabung menjadi 1 (satul].
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Pasal 30
(1} Lembaga 085 menerbitkan NIB melalui  Sistem 088
berdasarkan:
a. tingkat Risiko;
b. pemerilksaan ketentuan bidang usaha;
€. ketenluan mindmiam investasi; dan
d. ketenfuan permodalan,

[2) Tingkat Risike sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui a
mengikutl tingkat Risike szesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria vang secara ofomatis terverifikasi aleh
Sistem (55,

Paragrafl 8
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

Pasal 31

(1} Dalam hal kegiatan usaha lermasuk ke dalam lingkal Risiko
rendaby, NIE secara olomatis terbit melalui Sistem 0SS setelah
Pelaku Usaba memenuhi data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14.

(2] NIB ecbapgaimana dimaksud pada ayat (1} berlaku sebagai
legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha sekaligus
menjadi SPPL.

Paragraf 9
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pazal 32

{1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko
menengah rendash, setelah memenuhi kelengkapan data [
sebagaimana dimalesud dalam Pasal 14, Pelaku Usaha mengisi
permmyataan kesanggupan mementhi standar kegiatan usaha
mecialui Sistem OS5,

(2) Dalam hal kegiatan usaha dikstegorikan wajib memenuhi
standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan
memenuhi stendar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], Pelaku Usaha mengisi formulir UKXL-UPL vang
tersedin di Sistem OS5 untuk memperoleh NIB dan Sertifikat
Standar,

(3] Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi
pernyvataan kKesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelakua Usaha mengisi
formulir SPPL vang tersedia di Sistem OS5 untuk memperoleh
NIEB dan Sertifikat Standar,

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Parngmaf 10
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tingg

Pasal 32

(1] Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko
menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan  dato
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pelaku Usaha mengisi
pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan wsiha
melalui Sistemn 055,

(2} Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib  memenuhi
standar UKL-UPL, selain mengisi pernvataan Kesanggupan
memenuhi standar kegintan usaha scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang
tersedia di Sistem 0585 untuk memperoleh NIB dan Sertifikat
Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

(3) Dalam hal kegiatan usaba lidak wajib UKL-UPL, selain e NS
pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha
sebapgaimana dimaksud pada ayat (1], Pelaku Usahn mengisi
formulir SPPL yang tersedia di Sistem 055 uniuk memperoleh
NIB dan Sertifikat Standar yvang mencantumkan tanda belum
terverifikasi.

[4) Setelah  memperoleh NIB dan  Sertifikat  Standar  yang
mencantumkan landa belum  terverifikasi scbagaimana
dimaksud pada ayat (2] atau ayal [3], Pelaku Usaha melakukan
pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka wakiu
herdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria metalui
Sistem 085,

{5) Pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) diteruskan Sistem 058 kepada DPMPTSP sesua
kewenangan masing-masing uniuk dilakukan verifikasi,

{6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayal (5] dilakukan
Perangkat Daerah seauai kewenangan masing-masing dalam
jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

{7) Berdasarkan hasil verfikasi, Peranghkat Daerah
menyampaikan notifikasi ke Sistem 058 berupa memenuhi
persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

{8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayal
(5] dan ayat {6), DPMPTS dan Perangkat [Jaerah dapat
bekerjasama dengan  lembaga atau profesi ahli yang
bersertifikal atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 34
{1) Dalarn hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat [7) dinyatakan memenuhi persyaratan,
Sisten 0S8 mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat
Standar telah diverifilasi.
{2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah
mencantumkan keterangan telah diverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

(1) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 33 ayat (7] dinyatakan Pelaku Usaha tidak
memenuhi persyaratan, Sisterm 0S8 menyampaikan kepada
Pelaku Ussha untuk melakukan pemenuhan persyaratan
Sertifikat Standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(2) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem
088 untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan
pemenuhan persyaratan Sertifikal Standar,

{3) Dalam melakukan verifikasi kembali, ketentuan verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3], ayat (B, ayal
{7), ayat (8], dan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis.

{4) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha tetap tidak
memenuhi persyaratan Sertifikat Standar dalam jangka wakiu
vang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria,
Sistem 0S5 membatalkan Sertifikat Standar yang belum
diverifikasi.

Pasal 36

(1) Dalam hal Perangkat Daerah sesuai kewenangan masing-
masing tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada
Sistem 083, Sistem 0SS5 secara otomatis mencantumkan
keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifilkasi.

{2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah
mencantumkan keterangan telah terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37
{1) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risike menengah
rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan
Riziko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (1) memerlukan standardisasi produk, Pelalou Usaha
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menyampaikan pemenuhan standar produk melalui Sistem
088,

(2] Lembaga 088 meneruskan pemenuhan  standar  produk
sebagrimana dimaksud pada ayat (1] kepada DPMPTSP sesual
kewenangan untuk dilakukan verifikasi.

[(3) DPMPTS sesuai  kewenangan melakukan werifikasi atas
pemenuhan sertifikasi standar produk sebagaimana dimalksud
pada ayat (2] dalam jangka wakiu scsuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan untuk
dinotifikasi ke Sistern 055.

(4} DPMPTS dalam melakukan verifikasi sebagaimana dirmaksud
pada ayat (2} dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi
ghli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang
disampailan  oleh Pelaku Usahs  disetujui, DPMPTSP
menyampaikan persetujuan seriifikasi standar produk kepada
Pelaku Usaha melalui Sistem O33.

(6) Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak atau diminta
melengkapi pemenuhan persyaratan, DPMPTSP
menyampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OS85,

Paragral 11
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tingg

Pasal 38

{1} Sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam
tingkat Risiko tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki NIB yang
diterbhitkan melalui Sistem OS5,

{2) Setelah memiliki NIB, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan [zin sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum melaksanakan
kegiatan operasional dan/atau komersial.

{3) Persyaratan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2] meliputi
pula analisis mengenal dampak lingkungan bagi kegiatan
usaha yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan.

(4} Pemenuhan persyaratan [zin sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) disampaikan cleh Pelaku Usaha melalui Sistem 0335,

(5) Pemenuhan persyaratan lzin sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diteruskan Sistem 033 kepada DPMPTSP scsuai
kewenangan untuk dilakukan verifikasi,

(B) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaloukan
oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan dalam janghka
waliu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.
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[7) Berdasarkan hasil verifikazi Perangkat Daerah menyampaikan
notifikasi kepada Sistem 058 berupa memenuhi persyaratan
atau tidak memenuhi persyaratan.

[8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
[5) dan ayat (&), DPMFTSP atau Perangkat Daerah dapat
bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang
bersertifikat atau ierakreditasi sesuai demgan ketenfuan
peraiuran perundang-undangan,

Pasal 39
Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 38 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan memenubhi
persyaratan, Sistem 033 menerbitkan Izin kepada Pelalkn Usaha.

Pagal 40
Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Paegal 38 ayat (T) Pelalu Usaha dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan, Sistem 088 menyampailkan kepada Pelaku Usaha
untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan Izin
melalui Sistem 058,

Pasal 41
Dalam hal Perangkat Daerah sesuai kewenangannya tidek
memberikan notifikasi haszil verifikasi kepada Sistem OS53, Sistem
055 menerbitkan [zin.

Pagal 42

{1) Dalam hal kegiatan wusaha berisiko tinggi memerlukan
pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produls,
Pelaku Usaha menyampalkan pemenuhan standar kegiatan
usaha dan/atau standar produk melalul Sistem 053 scauai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(2) Sistern 055 meneruskan pemenuhan standar kegiatan usaha
kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
sesuai kewenangan masing-masing untuk dilabkan verifikasi
dan dinotifilkasi ke Sistem 085,

Pazal 43
(1) DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan verifikasi atas
pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Paszal 42 ayat (2] huruf a dalam jangka wakiu sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk
dinotifilkasi ke Sistemn O3S,
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[2) Dalam hal pemenuhan standar kegiatan usaha yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui, DPFMFTSP sesual
kewenangannya menyampaikan notifikasi persetujuan kepada
Pelalku Usaha melalul 3istem 0SS,

(3} Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar kegiatan usaha yang
disampaikan olch Pelaku Usaha ditclak, DPMPTSP sesuai
kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan kepada
Pelaku Usaha melalui Sistem OS5.

Pasal 44 . i

{1) DPMPTSP dan Perangkat Daerah scsuai kewenangan masing-
masing melakukan verifikasi atas pemenuhan sertifikasi
standar produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
i2] huruf b dalam jangka walttu sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan untuk dinotifikasi ke
Sistern OS3.

2] Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui,
kementerian/lembaga menyampatkan persetujuan sertifikasi
atandar produk kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OS5,

(3] Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, kementlerian/
lembaga menyampalkan penclakan sertifikasi standar produk
kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Paragral 12
Percepatan Penerbitan Izin

Pasal 45
{1) Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam Risiko tinggi

yang:

a. berlokasi di KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas, dan kawasan industrl; atau

b. termasuk dalam proyek strategis nasional,

DPMPTSP sesuai kewenangannyva langsung menerbitkan izin,

{2) 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Perizinan
Berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan  dan
operasional,

{3) Ketentuan pemenuhan persyaratan [zin  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis
bagi kegiatan usaha scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali yang termasuk dalam proyek strategis nasional.
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(4} Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3], DPMPTSP
sesual  kewenangannya, membatalkan lzin  yang  telah
diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayal [1) melalui

Sistern 085,
Paragral 13
Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan Berusaha
Untuk UMK
Pasal 46

(LJUMK  diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui
perizinan tunggal.

{2 Kriteria UMK mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenal  kemudahan, pelindungan, dan
pemberdavaan koperasi dan UMKM.

Paszal 47

(11 Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memililkd Risiko
rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistem 058,
sehapal identitas dan legalitas usaha,

(2] Dalam hal kegiatan usaha memiliki Risiko menengah atau
tinggi, selain NIB pelabu UMK wajib memiliki Sertifikat
Standar dan/atau lzin.

(3] Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada  ayat (2]
menyampaikan permohonan untuk memperoleh  Sertifikat
Standar dan/atau lzin melalui Sistem QSS,

(4] Sistern 0883  meneruskan  permehonan pelaku UMK
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah
Daecrah.

(3] Ketentuan mengenai pemberian Sertifikat Standar dan/atau
Izin bagi pelaku UMK mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 38 berlaku
secara muiatis mutandis,

Bagian Keempat
Subsistem Penpawasan

Paszal 48
(1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2 hurufl ¢ digunakan sebagai sarana  untuk

melnksanakan Pengawasan Periginan Berusaha Berbasis
Risiko.
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(2} Subsistemn Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayal (I]
paling sedikit memuat:
a, perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan
kepintan usaha;
c. angkat kerja Pengawasan;
d. icn:ﬂ!a?{:: kcp;tuhangapclaksa.naan Perizinan Berusaha;
e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana
Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
{. pembinaan dan sanksi. . )
{3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} huruf ¢ terdiri dari:
a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapal pada
Sistem 0SS;
surat tugas pelaksana inspelsi lapangan;
surat pemberitahuan kunjungan;
berita acara pemeriksaan; .
daftar pertanynan bagi Pelaku Usaha terkait p:menyhan
standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
dan/ataun
{. peranglkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan Pengawasan.
{4] Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
a. Pelaku Usaha;
b. Lembaga 055,
¢. Kementerian/Lembaga; dan
d. DPMPTSP.

- -

Bagian Kelima
Pencabutan NIB

Pasal 49
{1} NIE berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan
usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
{2) NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai
dengan NIB;
b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha;
c. disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan
NIE;
d. pembubaran badan usaha; atau
e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkebuatan hukum
tetap.
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{3) Permohonan pencabutan NIB scbagaimana dimaksud pada .
ayat {2} huruf a dan huruf b disampaikan oleh DPMPTSP atas [
hasil pemeriksaan kemudian [post-audit), melalui notifikasi
kepada Lembaga 0S8,

{#) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf ¢
dilalnilkan oleh Lembaga 088,

{5} Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf d dilakukan oleh likuidator melalui notifikasi
kepada Lembaga OSS.

(6) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hurul e
dilakukan oleh Lembaga ©SS berdasarkan surat/
keterangan/informasi tertulis dari aparal penegak hukum
atau lembaga peradilan.

(7) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dan ayat
(5] atay surat/keterangan /informasi tertulis scbagaimana
dimaksud pada ayat {6}, Lembaga 058 menerbitikan keputusan
pencabutan NIB.

BAB IV
TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
mum

Pasal 30
(1] Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangarn.
(2] Pengawasan dilakukan dengan mempertimbanghkan tinghkat
kepatuhan Palaku Usaha.
(3) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. tata ruang dan standar bangunan gedung

b. standar kesshatan, keselamatan, danfatau lingkungsn
hidup;

c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;

d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma,
standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II; dan fataa

e. kewajiban atas penyampaian laporan dan fatau

f. pemanfaatan insentifl dan fasilitas Penanaman Modal.
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Pasal 51

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
dilakukan secara lerintegrasi dan terkoordinasi antar
kementerian/lembaga,  Pemerintah Daerah  provinsi,
Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah,

(2] Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan perencanaan Pengawasan.

(3] Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
12) mencalup penyusunan  wakitu  dalam  pelaksanaan
Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana
Pengawasan,

{34 Bupati melalui DPMPTSP dilarang melakukan Pengawasan di
luar perencanaan Penpawasan sehagaimana dimaksud pada
ayat [2) dan ayat (3).

Pasal 52
Pelakzanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan
Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,

Pagal 53

Pengawasan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan

dengan tujuan untulk;

a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan  dan
kewajiban oleh Pelaku Usaha;

b. mepgumpulkan data, bukt, dan/atau laporan terjadinya
bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup,
danfatau bahaya lninnya yang dapat ditimbulkan dan
pelaksanaan kegialan usaha; dan

c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif
terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua
Jenis Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 54
Jenis pengawasan terdin dari:
8. Pengwasan ruting dan
b. Pengawasan insidentil.
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Paragraf 2
Pengawagan Kutin

Pasal 55
Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Faszal 54 hu.mf
a dilakukan secars berkala berdasarkan tingkat Risiko kKegiatan
usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 56
Pengawasan rutin dilakukan melalui:
a. laporan Pelaku Usaha; dan

b. inspeksi lapangan.

Pasal 57
(1] Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 huruf & dilakulan atas laporan yang
disampaikan olch Pelaku Usaha kepada Bupati melalu
DPMPTSP yang memual kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
a. standar pelakesnaan usaha; dan
b, perkembangan kegiatan usaha.
(2| Laporan  perkembangan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan
pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan linglungan,
pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial,
dan penyelenggarsan pelatihan dan melaloukan alih
teknologi  kepada  tenaga  kerja  Indonesia sebagai
pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali
dalam 1 (satu} tahun.

Pazal 58
(1} Pengawasan rutin melalui inspelesi lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pagal 56 huruf b dilakukan oleh DPMPTSP
dalam bentuk kunjungan fsik atau melalui virtual,
(2} Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
melipuitis
a, pemeriksaan administratil dan/atau Gsik atas pemenuhan
standar kegiatan usaha dan/atau stendar produk /jasa;
b, pengujian; dan/atau
¢, pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan,
(3} Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat
tugas dari Bupati,
(4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilaloukan
paling banyvak:
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a. untuk Risike rendah dan menengah rendah, dilaksanakan
1 (satu} kali dalam 1 [satuj tahun untuk setiap lokasi
usaha; dan

b. untuk Risike menengah tinggi dan tingg, dﬂaks;nakan 2
{dua) kali dalam 1 [satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

(5] Dalam hal berdasarkan hasil penilajan atas Pcngalw-gsun rutin

yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh,

inspeksi lapangan scbagaimana dimaksud pada ayal (4

a. untuk Risike rendah dan menengah rendah, tidak
dilakukan; dan

b. untuk Risile menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1
(satu] kali dalam 1 |satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 59

(1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 dituangkan dalom berita acara pemeriksaan dan
ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku
Lisaha.

[2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, dilengkapi
dengan kesimpulan hasil inspeksi lJapangan.

(3] Pengisian dan penandatanganan berita acara seba i
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada
Sistem 0SS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi
lapangan dan Pelaku Usaha.

(4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berila acara
sehagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan secara
elektronik pada Sistem 088, hasil inspeksi lapangan
dilaporkan dengan mengisi formulir elekironik yang memuat
kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspekai
lapangan.

(5] Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara
sebagaimana dimeksud pada ayat (1) diakukan secara
manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi
formulir elektronik vang memuat kesimpulan hagil inspeksi
lapangan pada Sistem OS5 dan diunggah ke Sistem 033 oleh
pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah
penandatanganan berita acara.

Paragraf 3
Pengawasan Insidental

Paszal 60
(1} Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf b merupakan Pengawasan yang dilabukan oleh
DPMPTSP pada wakiu terteniu.
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(2} Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau secara virtual.

|3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari  masyarakal
dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan
identitasnya oleh Pemerintah Pusal dan Pemerintah Dacrah.

{4} Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) wajib disampaikan secara benar dan dapat
dipertanggungiawablan,

{5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayatl (4} dilakukan secara:

a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah; dan/atau
b. tidak langsung vang disampaikan secara:
1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah; atau
2. elektronik melalui Sistem 085 atau saluran pengaduan
vang disediakan,

(6} Lembapa O35 menyvusun prosedur pengelolaan pengaduan
magyarakat secara  elektronik  melalai  Sistem 0S8
sebapaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angla 2.

[7) DPMPTSF menindaklanjuti pengaduan measvarakat secara
sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga lainnya
dan/atau Perangkat Daerah.

(8) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat
tugas dari Bupati.

[9) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem 0S8
oleh penangimung jawab pelakzana inspelesi lapangan,

Paragraf 4

Penilaian Hasil Pengawasan

Paszal 61

(1) Bupati melalui DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan
penilaian hasil pengawasan.

(2] Penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 50,

(3) Pengolahan data sebagaimana dimsksud pada ayat (2)
dilakukan untuk menentukan tingkat Lkepatuhan Pelaku

Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.
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(4) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, Bupati melalui DPMPTSP
menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara
clektronik kepada Sistem OS5,

(3] Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4}, Sistem O35 melakukan;

a. pengolahan data danfataw informasi untuk peninjauan
ataw evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat
Risiko kegiatan usaha;

b penyesunian  intensitas  inspeksi lapangan pada
Pengawasan; dan

¢, pembaruvan profil Pelaku Usaha.

(6] Pelaku Usaha dapat mengakses atau mempercleh informasi
terkait penvesuaian  intensitas inspeksi lapangan  pada
Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (5] hurul b den huruf ¢ pada
Sistem 038,

Pasal 62
Pengolahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (5] huruf a dilakukan terintegrasl secara

elektronik dengan mengedepankan prinsip  transparansi,
akuntabilitas, dan berbag data (data sharing).

Bagian Ketiga
Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untulk UMK

Pas=al 63
(1} Bupati memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha
kepada pelaloa UME.
(2] mudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pa:

a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan

ketentuan!
1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
2. seliap 6 (enam] bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi
Pelaku Usaha kecil;

b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku UMK
dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau
penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan

¢, dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan
rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan
kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak periu
dilalukan inspeksi lapangan,
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Raginn kecmpal
Pelaksana Pepgawnsan

Pamal b4

(1] Dalam Pengawasan rutin melalos laporan Pelaku  Usaha
schagnimana dimaksud dalam Pasal 56 hurufl a, pelaksana
Prengaws san mempunyal tugiss
n. melakukan reviu lerhadap laporan berkalo vang dibenikan

oleh Pelaku Usaha;

b, menyusun laporan hasil revia; dan

¢. menyampaikan rekomendasi,

(2] Dulam melakukan inspeks: lapangan terhadap Pelaku Usaha
gﬂhagajmnn:ﬁ dimaksud dalam Pasal 56 hurl b, pelaksana
Penpawasan mempunyal {ugas:

a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3
(Ligga] Hari sebelum tangega] pemeriksadan,

b. menyerahkan sural tugas kepada Pelaku Usaha yang akan
diperiksa,

¢, menjelaskan maksud dean tujusn kepada Pelaku Usaha
yang diperiksa;

d. melakukan pemeriksaan atas Kesesuaian laporan berkala
dengan kondisl lapangan;

e, membual bBerita acara pemeriksaan dan menyampaikan
kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3% avat (4)
dan ayat (3]; dan

f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha,

{3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha
acbagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, pelaksana
Pengawasan mempunyal wewenang:

a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang
diperiukan;

b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;

C. Menyusun salinan dari doekumen dan/fatau
mendokumentasikan secara elekironik;

d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;
dan/ntau

e, memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atay
sarana,

(4] Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran
vang dilakukan Pelalu Usaha, pelaksana Pengawasan dapal
menghentikan  pelanggaran  tersebut  untuk  mencegah
terjadinya dampak lebih besar.,
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Pasal 65

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang
bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu
dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau
profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai
pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau
profesi ahli yang berscrtifikat ataul terakreditasi scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi
hersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.

{3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemnukan pelanggaran
yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga alau profesi ahli yang
bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepacda Bupati
yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifilkkat atau
{erakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh
Pelalou Usaha.

{4] Bupati melakukan penghentian pelanggaran unfuk mencegah
dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1
{satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli
yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3].

Pasal 66

{1) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
64 harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan,
kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan
kegiatan usaha.

(2) Bupati melakukan peningkatan kompetensi pelaksana
Pengawasan sebopaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mengembangian kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan
yang dilakukan secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha
Dalam Penpawasan

Fasgal 67
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan
Pengawasarn,
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(2} Peran serta masyorakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan
usaha; dan
b. menyampaikan pengaduan masyarakat sebageimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayal (3], ayat {4), dan ayat (5.

Pasal 68
Pelalu Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksana
Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pazal 69
Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawassn
sesuail dengan ketentuan Peraturan Bupali ini diberikan sanksi
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70
Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai
sanksl administratil dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Baglan Keenam
Penpawasan Seltor

Pasal 71
Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di setiap sektor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2} dilakukan oleh
Bupati melalui DPMPTSP scsual kewenangan berdasarkan

Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAE V
PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal T2
Pendansan penyelenggaraan Perizinan Berugaha Berbasis Risike
dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber lain yang sah.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73
Pada saat Peraturan Bupaii ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
yang mcngatur mengenai perizinan, dinvatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupali ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju,

Ditetapkan di Mamuju

pada t al 35 Hoeweey S04
AMUILY,
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